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IKHTISAR 

Pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana terdapat pada pasal 240 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang 

menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman 

lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon anggota legislatif asalkan 

mengumumkan kasus hukum yang menjeratnya kepada publik. Skripsi ini 

berjudul tentang ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 

P/HUM/2018 TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN 

NARAPIDANA yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang 

bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan studi kasus(case 

approach) Berdasarkan analisis dan hasil penelitian ini, mantan narapidana 

kasus korupsi merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya 

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh lembaga KPU dan menteri hukum 

dan hak asasi manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji 

materil (yudicial review) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan 

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan uji mateil tersebut, 

akhirnya Mahkamah Agung memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 

2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang 

berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung 

No 46 P/HUM/2018. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara hukum terbesar di dunia. Sebagai 

negara hukum, hukum di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan baik, 

apabila hukum di Indonesia dapat mencakup seluruh wilayah teritorial yang sah, 

yang mana hukum yang diakui tersebut mengatur rakyatnya dengan baik, benar 

dan secara adil. Jika kekuasaan yang sah atau pemerintah yang berdaulat dapat 

berlaku adil dalam menjalankan hukum, maka hukum di Indonesia 

mendapatkan apresiasi yang baik dari seluruh rakyat dan rakyat mendapatkan 

kenyamanan dan ketentraman dengan dijalankannya hukum itu atas 

keberpihakan secara adil kepada rakyat.  

Penguasa diberikan wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan 

(memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu, terutama 

dalam menentukan hukum yang berlaku di negara dan juga dalam menjalankan 
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roda pemerintahan, pemerintahan memerlukan suatu sistem pemerintahan 

yang merupakan gabungan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan 

fungsionil baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, 

sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian 

yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan 

mempengaruhi keseluruhan yang ada didalam pemerintahan tersebut. 

Pemerintahan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengatur segala 

urusan yang dilakukan oleh negara agar terselenggara kesejahteraan rakyat dan 

kepentingan negara. Jadi pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif 

saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif  dan yudikatif. 

Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan 

untuk membuat Undang-Undang.  

Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyar (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyar (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga 

turut membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan 
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baik agar tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan juga 

keseragaman dimata hukum. 

Sementara itu pemerintahan dalam arti luas adalah segara urusan yang 

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan 

kepentingan Negara sendiri.
1

 Dalam pandangan Islam, menjadi pemimpin 

haruslah memberi teladan yang baik bagi semua orang, setiap orang merupakan 

pemimpin yang seharusnya memiliki rasa kepemimpinan dan tanggung jawab, 

hal ini dapat dilihat dari hadist berkut: 

َعَ  نَِالنَّبىِِّ َع  ر  ََ–نَِابْنَِعٌم  لَّم  س  ل يْهَِو  لَّىَاللهٌَع  ََ–ص  َكُلُّكُمَْ>>َأ نَّهٌَق ال  اعٍَو  كُلُّكُمَْر  سْئوُلٌََأ لاَ  م 

نَْ مِيرَُع  لأَ  عِيَّتهَِِفاَ  ل ىَأ هْلَِر  اعٍَع  جُلَُر  الرَّ عِيَّتهَِِو  نَْر  سْئوُلٌَع  َم  هوُ  اعٍَو  ل ىَالنَّاسَِر  َالَّذَِع  هوُ  ب يْتهَِِو 

نْهمَُْوَ  سْئلٌَُع  يَّدِهَِم  الَِس  ل ىَم  اعٍَع  بْدَِر  الْع  نْهمَُْو  سْئوُل ةٌَع  َم  هِى  ل دِهَِو  و  ل ىَب يْتَِب عْلِه اَو  اعِي ةٌَع  رْأ ةَُر  الْم   

سْئَُ) َم  هوُ  سْئوُْلٌَو  كُلُّكُمَْم  اعٍَو  نْهَُأ لآَف كُلُّكُمَْر  عِيْتهَِِ‘ ولٌَع  اهَُمُسْلِمٌَ)<<َنَْر  و  (ر   

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: 

setiap orang adalah pemimpin dan akan dminta pertanggungjawaban atas 

                                                             
1

 Moh. Kusnardi, dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, 1983), h.171 
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kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan 

akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. 

Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya 

perihal keluarga yang dipimpinnya.Seorang istri adalah pemimpin atas rumah 

tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. 

Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik 

majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu 

sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. 

Muslim) 

seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT. 

Untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggung 

jawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, setiap orang Islam harus berusaha 

untuk menjadi pemimpin yang paling baik agar mendapat pahala yang besar 

baik didunia maupun di akhirat. Pemimpin yang adil dan betul-betul 
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memperhatikan dan berbuat sesuai dengan aspirasi rakyatnya, sebagaimana 

diperintah oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an:
2

 

َ اَاللهإنَِّ اْلاءِحْس  َو  دْلِ َلْع  َباِ َمُرُ ِالِِْنِ ي أْ ِعَن  ِوَيَ ن ْهَى ِالْقُرْبََ ِذ ى ِئ  ِوَا يْ تَا وَالْمُنْكَر ِفَحْشَاء 

كَِّرُِوْنَِ ِيعَ ظُكُمِْتَذَ ِوَالْبَ غْي 

Artinya: Sesunggugnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 

erbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. ( Q.S An-Nahl: 90 )  

Ayat di atas jelas sekali memerintahkan untuk berbuat adil kepada setiap 

pemimpin apa saja dan dimana saja. Sebaliknya, para pemimpin yang tidak adil 

akan memperoleh kehancuran dan ketidaktertiban di dunia dan baginya siksa 

yang berat di akhirat kelak, apabila di dunia, ia luput dari siksaan-Nya. 

Pemimpin zalim yang tidak mau mengayomi dan melayani rakyatnya diancam 

                                                             
2

 Rachmat Syafe’i, Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial,dan Hukum), (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2000), h. 135  
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tidak akan pernah mencium harumnya surga apalagi memasukinya,
3

 

sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

َفيَِالنَّارَِ عِيَّن هَُف هوُ  َر  اعٍَغ ش ًّ اَر   أ يمُ 

Artinya: Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di 

neraka (HR. Ahmad) 

Dari Abu Sa’id radhiyallahu’anhu, Rasulullah SAW bersabda: 

َالنَّاسَِإلَِّىَاللهَ  بَّ َأ ح  َإنَِّ أ بْغ ض  َو  ادِلًّ امٌَع  َإمِ  جْلسًِّ أ دْن اَهمَُْمِنْهَُم  ةَِو  َالْقِيا م  ي وْم 

دَ  أ بْع  و  ائرََُِالنَّاسَِإِل ىَاللهََّ َج  امًّ اَإِم  جْلسًِّ .همَُْمِنْهَُم   

Artinya: “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari 

kiamat dan paling dekat kedudukannya disisi Allah adalah seorang pemimpin 

yang Adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh 

kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang dz 

alim”. (HR. Tirmizi) 

                                                             
3

 Ibid, h.141  
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Di Indonesia, bagi warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan 

dirinya menjadi anggota legislatif sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017. Tentu semua warga Indonesia mempunyai hak untuk menjadi 

bakal calon anggota legislatif, tetapi ada beberapa peraturan yang membatasai 

bahwa mantan narapidana tidak bisa mencalonkan menjadi anggota legislatif. 

Ini sangat jelas diatur pada Undang-Undang dan Peraturan KPU. 

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi 

mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan umum. Tetapi dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 

(3), berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana 

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”
4

 

                                                             

4

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. 
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KPU membatasai mantan narapidana untuk mengikuti seleksi bakal calon 

anggota legislatif, dimana “narapidana” yang dimaksud adalah mantan 

terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. 

Korupsi di dalam Islam dikenal dengan istilah Risywah (sogok/suap) dan atau 

Ghulul (Hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras 

praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi : 

َ َق ال  نْهُ َاللهَُع  ضِى  َر  ة  يْر  نَْأ بىَِهرُ  الْمُرْت شِىَ:َع  اشِىَو  َالرَّ لَّم  س  َو  ل يْه  سُوْلَُاللهَُع  َر  ن  ل ع 

َ .فىَِالحُكْمَِ

Artinya : “Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. Melaknat penyuap 

dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (H.R Ahmad dan Imam yang 

Empat dan dihasankan oleh Tirmizdi dan disahihkan oleh Ibnu hibban) .” 

Q.S Al-Baqarah Ayat: 188 

لَِال مْو  امَِلتِ أْكُلُوأَف ريِقاًَّمِّنَْأ  تُدْلُواَْبهِآَإلِ ىَالْحُكَّ لا َت اْكُلُواَا مْول كُمَب يْن كُمَباِْلْب ظِلَِو  نَّاسَِو 

َِ نْتُمَْت عْت مُونَب أ  أْلِإثْمَِو   
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Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil,dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, 

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.” 

Dengan demikian jelas bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. 

Lantas jika ada mantan narapidana dalam kasus korupsi, bukankah ia telah 

melanggar salah satu nilai-nilai syari’at Islam seperti hifzh al-mal  (menjaga 

harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil. Meski terdapat pro dan kontra 

soal apakah itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengikuti proses 

demokrasi yang menjamin bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih.  

Berdasarkan permasalahan diatas, Jumanto
5

 memohon kepada 

Mahkamah Agung mengenai keberatan Hak Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3), 

pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Pakta integritas pengajuan 

                                                             
5

 Jumanto beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan Pakuniran, 

Probolinggo, Jawa Timur. Ia adalah sebagai pemohon kepada Mahkaa Agung pada Tanggal 9 

Juli 2018 Mengenai keberatan Hak Uji Materi atas Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, 

dan lampiran model B.3 dan di registrasi dengan Nomor 46/ P/HUM/2018  
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bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan 

KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat daerah Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 834) agar mengabulkan permohonannya. Terdapat pada Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. 

Dari kasus di atas, peneliti ingin menganalisis Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang pencalonan anggota legislatif mantan 

narapidana, Berdasarkan latar belakang diatas, Ini terkait dengan titik 

singgungnya dengan Siyasah Dusturiyah. Maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ini 

melalui skripsi judul  : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH 

AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN 

ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA 
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B.  Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan penulis dalam karya tulis ilmiah ini yang akan 

dibahas serta memudahkan dalam merumuskan masalah yang dibawa kepada 

perumusan masalah adalah sebagai beriku: 

1. Bagaimana peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan 

narapidana? 

2. Bagaimanakah kriteria mantan narapidana yang tidak boleh 

mencalonkan menjadi anggota legislatif ? 

3. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif 

mantan narapidana? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah merupakan hal terpenting dalam penelitian karya 

ilmiah, sedangkan tujuan penelitian tersebut tidak terlepas kepada rumusan 
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masalah seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui peraturan tentang pencalonan anggota legislatif 

mantan narapidana 

2. Untuk mengetahui kriteria mantan narapidana yang tidak boleh 

mencalonkan menjadi anggota legislatif. 

3. Untuk mengetahui  analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota legislatif 

mantan narapidana 

D.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun merupakan harapan bagi penelitian sendiri, agar peneliti 

bersumbangsih dalam memberikan informasi dalam hal Analisis Yuridis Putusan 
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Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang pencalonan Anggota 

legislatif mantan narapidana . 

2. Manfaat Praktis  

a. salah satu syarat untuk bisa mendapatkan gelar S1 dalam jurusan 

Siyasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan 

b. sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk membahas judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota legislatif mantan 

narapidana” ada beberapa batasan penelitian yang perlu dijelaskan yakni: 

1. Legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas 

serta wewenang membuat atau merumuskan Undang-Undang yang 

ada di sebuah negara. 
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2. Menjadi anggota legislatif tidak boleh mantan narapidana pada 

Peraturan KPU 

3. Mantan narapidana boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif 

dengan syarat maksimal 5 tahun hukuman penjara. 

4. Pada Putusan Mahkama Agung Nomor 46 P/HUM/2018, mantan 

narapidana boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif. 

5. Analisis Yuridis ialah menganalisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

46 P/HUM/2018 yang dimana peneliti akan menganalisis Undang-

Undang yang berkaitan pada Putusan Mahkamah Agung tersebut 

yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU 

Nomor 20 Tahun 2018. 

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian adalah bagaimanakah analisis 

putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang membolehkan mantan 

narapidana menjadi anggota legislatif. 

F. Kerangka Pemikiran 
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Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini sesuai dengan isi konstitusi 

yaitu UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Indonesia merupakan 

Negara Hukum". Setiap peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan tidak 

boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, setiap peraturan yang 

sudah ada harus ditaati dan dijalankan dengan baik.  

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan pencalonan menjadi 

bakal calon anggota legislatif sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2018 dan Peraturan KPU Nomor  20 Tahun 2018. Pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20  Tahun 2018 yang ada di 

beberapa butir pasal yang bertentangan terhadap persyaratan bakal calon 

anggota legislatif. Dan hal demikian juga sudah diatur pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Namun dari beberapa syarat ada yang menjadi perbedaan yaitu, 

pencalonan anggota legislatif mantan narapida. Pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2018, mantan narapidana dapat mencalonkan diri menjadi anggota 
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legislatif, sedangkan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak 

membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri. Sehubungan dengan hal 

demikian, permasalahan tersebut menjadi pro-kontra dikalangan bakal calon 

anggota legislatif. Sehingga sebahagian menggugat agar Peraturan KPU Nomor 

20 Tahun 2018 tersebut di bahas dan di yudicial review di Mahkama Agung. 

Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusannya pada permasalahan ini, 

yaitu dengan mengeluarkan Putusan Nomor 46P/HUM/2018 yang menyatakan 

bahwa bakal calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana 

"diperbolehkan" mencalonkan sebagai anggota legiatif. Alasannya yaitu, 

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 Tentang Pencalonan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" 

bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

dan tidak berlaku umum. 

G. Hipotesis 

Hipotesa harus ada apabila tujuan penelitian ada untuk menguji apakah 

ada hubungan sebab akibat antara gejala-gejala tertentu. Kecuali itu, maka 

hipotesa juga mungkin ada apabila tujuan penelitian adalah memperoleh data 

mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.
6

 Perumusan 

Hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan 

kerangka berfikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara 

dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk 

                                                             
6

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 147.  
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menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat 

peneliti yang menyusun dan mengujinya.
7

 

Tujan dan fungsi hipotesis:
8

 

1. Memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian dan 

pemecahan masalah. 

2. Membatasi data informasi yang relevan dianggap perlu yang sesuai 

dengan inti permasalahan 

3. Menyadarkan kepada kita akan keterbatasan indera manusia dan 

alat-alat pengukur hasil ciptaan akal tersebut dalam menanggapi 

suatu masalah, terlebih lagi masalah-masalah sosial yang sedemikian 

rumitnya. 

4. Mengurangi kesalahan dan kesesatan dalam usaha mengumpulkan 

data. 

                                                             
7

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.96. 

8

 Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sumatera Utara. (Medan :UIN SU, 2017), h. 42. 
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Dengan bertitik tolak belakang permasalahan dan kerangka pemikiran 

diatas, maka peneliti memberikan hipotesis awal ialah jabatan seperti anggota 

legislatif ialah merupakan sebuah amanah, maka jika mantan narapidana 

berasal dari mantan koruptor dipilih lagi, bisa jadi ia akan melakukan tindak 

pidana korupsi lagi yang akan merugikan masyarakat. Namun itu semua 

kembali lagi kepada masyarakat yang memilih. 

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas 

metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian 

ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui 

suatu peristiwa atau keadaan yang diingikan. Menurut Soerjono Sukanto, 

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
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metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum
9

 

1. Tipe dan Sifat Penelitian  

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian hukum Empiris 

dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di 

masyarakat maka metode penelitian empiris ini dapat dikatakan sebagai 

penelitian hukum sosiologis.
10

 Yang disertakan analisis Yuridis Penelitian 

pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau 

informasi. 

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif analitis yang bertujuan untuk  

penelitian yang menguraikan bahan hukum yang telah ada. Bahan hukum yang 

didapat guna sebagai rujukan untuk dianalisa dalam pembahasan. Bentuk 

penelitian Deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis
11

, yaitu peneliti 

                                                             
9

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI Press), h. 5. 

10

 Eta Marnang Sangadjldan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.21.  

11

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18. 
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berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang Analisis Yuridis Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 

2. Pendekatan Masalah 

 Sehubung dengan tipe penelitian yang digunakan yakni secara empiris, 

Untuk memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, penulis 

menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan 

peraturan Undang-Undang ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang 

penormaanya justru kondusif bagi terselenggaranya suatu aturan. Pendekatan 

undang-undang guna menjadi sebagai acuan bahwa  untuk mengetahui sebab 

dan akibat dari keluarnya putusan Mahkam Agung Nomor 46 P/HUM/2018.  

3. Bahan Hukum 

Karena jenis penelitian pustaka  (library research) maka data utama 

diperoleh ialah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang 

akan di analisis. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumber aslinya secara 

langsung yakni  Putusan Mahkamah Agung Nomor  46P/HUM/2018. 

b. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan dengan 

sumber aslinya. Data sekunder berupa melakukan kajian pustaka, yang 

bersumber dari buku-buku Undang-Undang, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini.
12

 

c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan 

jurnal ilmiah.
13

 

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                             
12

 Ibid, hal. 23. 

13

 Ibid, hal. 27.  
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Prosedur dalam penelitian library reseach yakni dengan mengumpulan 

bahan permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikassi menurut 

sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengelolahan bahan 

hukum primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan bahan-bahan yang 

bersifat tersier.
14

 

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

 Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan yang 

dibantu dengan kepustakaan,  bahwa cara pengelohan bahan hukum akan 

dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif 

secara bergantian 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal  maka pembahasannya 

harus secara runtut, utuh dan sitematis. Penulisan skripsi ini  terdiri dari lima bab 

                                                             
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..,h. 30. 
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di mana di dalamnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

Bab I, dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab : pertama, yaitu diawali 

dengan pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, batasan Istilah, Kerangka pemikiran, Hipotesis, Metode penelitian, 

dan Sistematika pembahasan.  

Bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang syarat ataupun ketentuan 

pencalonan anggota Legislatif, membahas peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 20 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, serta menjelaskan mantan narapidana seperti apa yang tidak 

boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif. 

Bab III, dalam bab ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 46 P/HUM/2018, isi putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan 

hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42/P/HUM/2018. 
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Bab IV, dalam bab ini membahas  menganalisis Putusan Mahkamah 

Agung, Kesesuaian isi putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, 

dan Analisis penulis terhadap larangan mantan narapidana menjadi anggota 

legislatif 

Bab V, dalam bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai 

kesimpulan secara keseluruhan tentang analisis yuridis putusan Mahkama Agung 

Nomor 46 P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapida. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. UNDANG-UNDANG N0MOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF 

 

DPR-RI telah menyetujui pada rapat paripurna pada 21 Juli 2017 dan 

Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-

Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam 

undang-undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saat pemilu diselenggarakan, penyelenggara 

pemilu harus membuat sesuai asas yang telah ditentukan dan 

penyelenggaraannya yang memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, mempunyai 

kepastian hukum, yang tertib, terbuka, proporsional, bernilai professional, 

akuntabel, efektif juga dilaksanakan secara efisien.
15

 

                                                             
15

 Bambang Sugionto, Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana 

Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-’Adli, IX,3 (Desember, 2017), h.6. 
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Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan 

lembaga yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini sesuai 

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas 

Pemilu, KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dalam setiap 

tahapan pemilu. Apabila ingin terlaksananya semua tahapan pemilu tepat 

waktu, KPU memiliki peraturan yang disebut PKPU/ PKPU inilah yang menjadi 

bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan PKPU juga punya 

kewenangan dalam lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka 

melaksanakan Pemilu. 

PKPU telah diketahui sebagai bagian dari KPU yang menjabarkan 

mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan itu telah 

diterangkan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Untuk 

menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU 

membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Oleh karena itu dapat 
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disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU”.
16

  

Saat melihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia, 

yang menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”, dapat penulis pahami bahwa hal ini sebagai 

simbol bahwa demokrasi lah yang menjadi sistem yang menentukan hak mutlak 

dan hak itu hanya dimiliki rakyat dan telah terjamin dalam konstitusi negara 

Republik Indonesia. Selama ini, pelaksanaan demokrasi telah diwujudkan di 

Indonesia ini saat dilaksanakannya pemilihan umum yang langsung, umum, 

bebas dan rahasia. Penulis merasa bahwa pemilu telah dibentuk untuk mmilih 

kelembagaan negara yaitu ekesekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan 

                                                             
16

Meidy Yafeth Tinangon, PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan, 

https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki PeraturanPerundang-

undangan. (18 Maret 2019.), h.1 

https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki%20PeraturanPerundang-undangan
https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki%20PeraturanPerundang-undangan
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Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD). 

Pemilu dibuat dengan harapan terlaksana secara demokratis. 

Namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), tidak dapat 

dijamin bahwa semua orang bisa bertindak jujur dan adil untuk melaksaakan 

pemilih dikehidupannya. Walaupun Undang-Undang atau berbagai peraturan 

telah dibuat untuk menggariskan hal-hal yang boleh dan wajib dilakukan tetap 

saja ada  hal-hal yang tidak boleh dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam 

kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan 

atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam 

pelanggaran Pemilu. 

Pemilihan umum merupakan bagian kecil dari perwujudan hak asasi 

warga negara yang sangat prinsipil, disebabkan saat pelaksanaan pemilihan 

umum, hak asasi menjadi hal yang harusa dilakukan pemerintah saat 

melaksanakan pemilu dengan memberikan kebebasan serta perlindungan 
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kepada setiap rakyatnya. Karena jika berpegangan pada asas, bahwa rakyatlah 

yang berdaulat dalam menentukan nasib negaranya sendiri, karena itu, maka 

dalam memilih orang yang berhak mengisi kelembagaan di Indoensia, harus 

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Maka dengan hal ini, 

Pemilu telah menjadi suatu syarat yang mutlak untuk negara demokrasi dalam 

melaksanakan kedaulatan rakyat.
17

 

Pemilihan Umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan 

demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau 

pihak peserta pemilihan umum (rakyat dan para calon) yang selalu melakukan 

pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan 

perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak 

demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh 

pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap 

pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                             
17

 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 

1945, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 331.  
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Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan 

kewajiban dan hak kenegaraan.
18

 

Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah 

tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

Setalah pasal yang mengatur  masalah tindak pidana dalam pemilihan 

umum dibuat, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilihan Umum 

termasuk juga aturan KPU, ini menunjukan kepada kita bahwa pembuat 

                                                             
18

 Bambang Sugionto, Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana 

Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-’Adli , IX, 3 (Desember, 2017): h.296. 
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undang-undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal 

yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. 

Namun bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan Jujur dan adil 

maka sangat penting posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang 

demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran 

dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas 

demokrasi di negara bersangkutan. Mewujudkan pemilihan umum yang jujur 

dan adil akan berarti lembaga KPU di Indonesia telah melihatkan kematangan 

masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi. 

Tindak pidana pemilihan memiliki ciri yang khas atau spesifik bila 

dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan 

Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan 

dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia 

dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan 

Umum (TPPU) itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak 
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pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi dan lain-lain bisa 

terjadi setiap waktu. 

Sekilas dari pengertian Pemilihan Umum yang diurai pada pendahuluan, 

bahwa pemilihan umum yaitu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan 

rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia. 

Pemilihan umum yang telah dilakukan sangat berbeda dengan pemilihan umum 

pada tahun 2019, pemilihan tersebit merupakan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden bersamaan dengan Pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan 

DPRD). Menurut penulis, hal ini menjadi terobosan yang baru dari sistem 

demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Saat terlahirnya konsep pelaksanaan 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersamaan dengan Pemilu anggota 

Legislatif,  hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.14/PUU-XI/2013, yang 

memutuskan Pemilihan legislatif  dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  

tahun 2019 harus dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama. Pasal 22E 
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa 

Pemilihan umum yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) 

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang. 

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, 

sebagai berikut:  
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1. Pemilihan Umum yang disebut “pemilu” ini menjadi sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu juga dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Saat pemilu diselenggarakan, penyelenggara pemilu harus melaksanakan 

Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, 

Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan 

Efesien. 

3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:  

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis 

b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas 

c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu 
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d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam 

pengaturan pemilu 

e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien  

Pemilihan umum juga memiliki tujuan yang telah diamanatkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut: 

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan 

susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani 

rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan 

mengembangkan tujuan dari negara. 

3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh 

merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan 

untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-

undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
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4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar 

Negara Indonesia. 

5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.  

Maka pemilu memiliki hakikat dan tujuan sebagaimana yang 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, nyatanya bahwa 

pemilihan umum itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara 

Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga 

berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.  

Pemilihan umum membutuhkan suatu analisis agar fungsi pentingnya 

dapat terpenuhi. Karena di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 

(Undang-Undang Dasar 1945) sebelum di amandemen, tidak ada satu pasal 

pun yang tegas dalam menjelaskan dan menyebutkan tentang pemilihan umum. 

Namun saat dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) , maka mengenai 
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pemilu ini dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, dan Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Sedangkan hakikat dan tujuan dari pemilihan umum yang penulis 

ketahui yaitu: pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang dilakukan 

secara demokratis. Kedua, terwujudnya pemilu yang adil dan ber-integritas. 

ketiga, Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. keempat, Memberikan 

kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu. dan kelima,  

Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
19

 

B. Peraturan KPU NOMOR 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan 

Anggota Legislatif 

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) karena KPU merupakan Lembaga 

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain 

berperan dalam mengkoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu 

                                                             
19

 Bambang Sugianto, Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana 

Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-’Adli, IX,3 (Desember 2017), h.301 
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dimulai dari penjaringan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota 

legislatif, KPU juga berperan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu 

dan bertanggung jawab dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan 

pencalonan anggota legislatif. 

Kemenkumham telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan KPU yang ditandatangani 

oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada Tanggal 3 

Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, 

termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham), karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan 

kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana 

korupsi untuk mendaftar menjadi caleg pada Pemilu 2019.
20

 

                                                             
20

 Prianter Jaya Hairi, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki 

Norma Hukum, Bidang Hukum “Info  Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan 

Strategis”, X, 13 (Juli 2018), h.1. 
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KPU merupakan lembaga independen yang dibentuk atas perintah 

Konstitusi RI (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945), dan ketentuan lebih lanjut tentang 

pemilihan umum (termasuk KPU) diatur dengan Undang-Undang Pemilu 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diberikan wewenang untuk menetapkan 

Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Artinya KPU dapat 

memberlakukan peraturan yang dikeluarkan setelah ditetapkan untuk 

diberlakukan, dan penetapan untuk memberlakukan Peraturan KPU telah 

dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 

Harus diketahui bahwa KPU juga dapat langsung memberlakukan proses 

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang 

telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 agar proses 

penyelenggaraan pemilu tidak terhambat oleh tindakan penolakan yang 

dilakukan oleh Menkum HAM, mengingat penyelenggaraan pemilu semakin 

dekat. 
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Sebelum resmi diundangkan dan masuk dalam berita negara, perdebatan 

mengenai substansi pengaturan PKPU tersebut berkembang seputar Pasal 7 ayat 

(1) huruf h PKPU yang mengatur bahwa syarat bakal calon anggota legislatif 

salah satunya yakni bukan mantan terpidana korupsi. Pengaturan ini menjadi 

perdebatan luas karena dipandang bertentangan langsung dengan aturan 

hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemilu. 

Namun kemudian diketahui bahwa ternyata draf PKPU tersebut 

mengalami sedikit perubahan sebelum diberlakukan, khususnya terkait substansi 

larangan mantan terpidana korupsi. Pengaturan mengenai larangan mantan 

terpidana korupsi yang tadinya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, akhirnya 

direvisi menjadi Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang 

intinya antara lain bermakna bahwa larangan mantan narapidana korupsi 

mendaftarkan diri merupakan bagian dari proses seleksi bakal calon anggota 

legislatif dalam mekanisme partai yang bersangkutan. 
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Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang pemilihan umum 

menentukan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi 

persyaratan: bahwa peserta pemilu tersebut tidak pernah dipidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5  tahun 

atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. 

Sementara itu, PKPU Nomor  20 Tahun 2018 sebagai peraturan di 

bawah Undang-Undang yang lebih teknis kemudian mengatur syarat bakal 

calon anggota legislatif dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g. Dengan argumentasi 

bahwa pengaturan pasal ini merupakan wujud dari semangat pemberantasan 

korupsi, pasal a quo menentukan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus 

memenuhi persyaratan: g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam 

dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU 

Nomor 20 Tahun 2018 tersebut diatur pula pada pokoknya yaitu bahwa 

“Dalam seleksi bakal calon yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, 

Partai Politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan 

seksual terhadap anak, dan korupsi”. 

Pengaturan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU 

Nomor 20 Tahun 2018 sebenarnya tetap berbeda dengan nilai yang terdapat 

dalam norma pengaturan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, 

yang secara norma hukum memberikan pengecualian terhadap para narapidana 

yang tetap mendaftarkan diri sebagai calon legislatif namun “secara terbuka dan 

jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 

terpidana”. 
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Substansi norma dalam Peraturan KPU ini sebenarnya tidak hanya 

melarang mantan terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, 

namun juga melarang mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana 

kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan publik 

yang belum terjawab, yakni mengenai dasar yang melatarbelakangi norma 

larangan terhadap tiga mantan narapidana kejahatan tersebut, sementara 

mantan narapidana untuk kejahatan lain misalnya kejahatan penghinaan 

terhadap agama atau bahkan kejahatan terorisme tidak termasuk sebagai orang 

yang dilarang mendaftar sebagai calon legislatif. 

Ketidaksinkronan antara Peraturan KPU  Nomor 20 Tahun 2018 dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, maka 

dilakukanlah oleh KPU terhadap PKPU tersebut yang belum menyelesaikan 

masalah yang menjadi polemik selama ini. Mengingat Peraturan KPU Nomor  

20 Tahun 2018  tersebut telah berlaku, maka persoalan ini idealnya baru dapat 

diselesaikan melalui mekanisme Uji Materiil di Mahkamah Agung. 
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Revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait norma 

larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota 

legislatif belum ada jawaban dari persoalan yang menjadi polemik. Sebab masih 

terdapat ketidaksinkronan norma hukum mengenai hal tersebut antara 

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 

secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk 

mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara Undang-Undang Pemilu secara 

normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar 

sebagai calon legislatif “Sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan 

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam perspektif 

hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah secara 

hierarki, norma hukum dalam PKPU semestinya tidak boleh bertentangan 

dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang 

Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan 
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perundang-undangan. Persoalan pertentangan norma antara PKPU dan 

Undang-Undang Pemilu ini akan terjawab melalui Uji Materiil di Mahkamah 

Agung. 

C. Larangan Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Calon Anggota 

Legislatif 

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menyatakan dalam 

sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna tidak 

boleh ada perlakuan diskriminatif bagi seluruh anak bangsa dalam seluruh 

bidang kehidupan terkecuali dipersyaratkan lain oleh Undang-Undang atau 

putusan hakim. Pelaksanaan hal tersebut diwujudkan dalam Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang  1945 menyatakan hak atas kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya. 
21

 

                                                             
21

 Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, Demokrasi dan Legalitas Mantan 

Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, “Jurnal Hukum IUS QUIA 

IUSTUM”, 25,2 (Mei 2018): h.382. 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 

4 ayat (3) , dalam amar putusanya telah membatasi calon anggota Legislatif 

mantan terpidana  bandar narkoba,  Kejahatan seksual terhadap anak, dan 

korupsi. Dan dalam pasa 7 ayat (1) huruf g, berbunyi “Tidak pernah sebagai 

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5  tahun atau lebih 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap”
22

 

1. Terpidana Bandar Narkoba  

Sebagai negara yang berdaulat Presiden harus menunjukkan sikap 

tegas tanpa kompromi terhadap semua kejahatan luar biasa, termasuk kejahatan 

narkoba. Bahwa setiap pemerintahan memiliki kewajiban untuk 

memperjuangkan kepentingan warga negaranya, apalagi warga negaranya 

tersebut tengah menghadapi hukuman mati, tapi jangan sampai hal itu malah 

membuat Pemerintah “Tersandera”. Pemerintah harus dapat menjelaskan posisi 
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 Peraturan KPU Pasal 7 ayat 1 Huruf (g). 
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politik dalam pergaulan antar bangsa dan antar pemerintah, sehinga Pemerintah 

negara lain dapat memahami, bahwa hukuman mati adalah bagian dari 

kedaulatan hukum sebagai negara bangsa yang berdaulat. Dan Presiden sebagai 

penanggung jawab penuh atas kedaulatan hukum harus dapat menunjukkan 

sikap untuk tetap melindungi semua anak bangsa dari kehancuran akibat 

pengaruh narkoba.  

Hadis Ibnu Umar : 

َ ه ا اصِر  ع  َو  ه ا مُبْت اع  َو  ه ا ب ائعِ  َو  اقِي ه ا س  َو  ارِب ه ا ش  َو  مْر  َالْخ  ُ َاللهَّ ن  ه اَل ع  مُعْت صِر  و 

َإلِ يْهَِ حْمُول  الْم  امِل ه اَو  ح  اي تِهَِ.َو  عْف رٌَفىَِرِو  َج  اد  نِه ا:َز  َث م  آكِل   و 

Artinya: “Allah melaknat khamr (minuman keras), peminumnya, 

penuangnya (penlayannya), penjualnya, pembelinya, pemerasnya 

(pabriknya), orang yang minta diperaskan (agen), pembawanya 

(distributor), dan orang yang dibawakan kepadanya.” Ja’far dalam 

riwayatnya menambahkan “Dan pemakan hasil penjualannya.”  (Hadis 
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Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3674 —dishahihkan oleh Al-

Albani—, Al-Hakim no.7228, ia berkata sanadnya shahih, dan Al-Baihaqi 

no. 10828, lafal ini bagi Al-Baihaqi) 

 

2. Korupsi 

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara 

langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam 

perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan 

menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara untuk 

kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan 

pemimpin,kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan 

rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, 

kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber 

daya manusia, serta struktur ekonomi.Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
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jenis, yaitu bentuk, sifat,dan tujuan.Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai 

bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.   

لٍَ م  َع  لى َع  َهُ لْن ا َاسْت عْم  نْ َم  َق ل  لَّم  س  َو  ل يْهِ َاللهَع  لَّ َص  َالنَّبيِِّ نْ َع  َأ بِيهِ نْ َع  ة  َيْد  َبرُ  نْ ع 

قْن اهَُرِزْقًّاَ ز  اَف ر  َغُلوُلٌَف م  َف هوُ  لكِ  َذ  َب عْد  ذ  َ[روهَأبوَداود]أ خ 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi 

SAW, beliau bersabda: “Barangsiapa yang telah kami angkat 

sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan 

gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi. ” 

(HR. Abu Daud) 

Bagi mantan narapidana yang akan turut serta sebagai calon  anggota 

DPR,DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersyaratkan secara terbuka 

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 

terpidana sebagaimana dalam undang-undang a quo. Pemaknaan undang-

undang a quo harus dimaknai persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi 



51 
 

sebelum ditetapkan sebagai calon dan setelah ditetapkan sebagai calon anggota 

DPR,DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini harus dilakukan secara 

konkret oleh calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD yang berstatus 

mantan narapidana. Konkret bermakna tidak hanya memenuhi prosedural saja 

namun secara substansi harus dipenuhi. Kesungguhan menyatakan dirinya 

sebagai mantan narapidana harus tercermin dalam kampanye visi misi yang 

bersangkutan. Jujur berarti tidak berbohong, berkata apa adanya. Terbuka 

dapat dipahami sebagai tidak tertutup dan tidak dirahasiakan. Mekanismenya 

adalah calon kandidat yang berstatus mantan narapidana setelah ditetapkan 

dalam daftar calon tetap maka dapat ditambahkan kalimat yang bersangkutan 

merupakan mantan narapidana.
23

 

Selain itu dalam masa kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

membuat pengumuman di media cetak daerah atau Nasional dan website KPU 

di seluruh tingkatan masing-masing tentang calon anggota DPR, DPRD propinsi 
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52 
 

dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus mantan narapidana di daerahnya 

setiap hari selama masa kampanye.  

Tugas pengumuman ini dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sesuai 

tingkatan mantan narapidana terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD 

Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilakukan oleh KPU karena 

memiliki dana yang cukup yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara. Kehadiran badan pengawas pemilu dalam melakukan 

pengawasan terhadap proses ini sangat penting. Ketiadaan pengawasan 

membuat proses yang sedang dijalankan menjadi lemah. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan 

oleh undang-undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan 

menghilangkan prasangka terhadap penyelenggaraan pemilu yang akan 

dan/atau sedang dilaksanakan.
24
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3. Kejahatan Seksual Terhadap Anak 

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi 

seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. 

Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang 

berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan 

seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan 

kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi 

pelaku,kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada 

korban. 
25

 

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan 

saja, dan dimana saja. Siapapun mempunyai potensi untuk menjadi pelaku 

pelecehan seksual pada anak. Pelakuia tidak pernah berhenti menjadi ancaman 

bagi anak-anak, mereka cenderung memodifikasi target yang beragam, dan 

siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun 
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saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku pelecehan seksual kepada anak ini 

dapat dikatakan sebagai predator. Berbagai bentuk tindakan pelecehan seksual 

dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa pandang 

bulu.
26

 

Secara umum, pelecehan seksual ada 3 bentuk, yaitu :  

a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah 

keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, 

mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik 

lainnya. 

b.  Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan 

tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan 

seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.  

c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan 

tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, 

menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, 

atau lainnya. 
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BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 

 

A. Mahkamah Agung Dalam Peradilan di Indonesia  

1. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung 

Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia tidak ada 

badan kehakiman yang tertinggi. Satu-satunya ketentuan yang menunjukkan 

kearah badan kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945.  Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintahan Nomor  9/S.D. 

Tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja. Baru 

dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ditetapkan tentang susunan 

kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada 

tangggal 2 Maret 1947.  

Pada  tahun 1948, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 diganti dengan 

Undang-Undnag N0. 19 Tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 mengandung:  
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a. Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi 

b. Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan undang-

undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta 

akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang 

mengadili.
27

 Saat ditingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu 

pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel 

Sejak proklamasi Republik Indonesi tanggal 17 Agustrus 1945 dari sejak 

diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tanggal 18 

Agustus 1945, semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung sebagai badan 

tertingggi bidang Yudikatif (Peradilan) dengan kewenangan yang diberikan oleh 

pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung diberi 

kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah 

Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu ada bulan Juli 1946 di 

Yogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal  Januari 1950, setelah 
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selesainya KMB dan pemullihan kedaulatan. Maka Mahkamah Agung berada 

dalam pengungsian selama 3 ½ (tiga setengah) tahun.
28

 

Mulai perrtama kali berdirinya Mahkamah Agung, kejaksaan Agung itu 

berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung, Bahkan  bersama di 

bawah satu departemen, yaitu: Departemen Kehakiman. Dulu namanya : 

Kehakiman Agung ada Mahkamah Agung, seperti Kejaksaan Negeri dulu 

namanya: Kejaksaan Pengadilan Negeri. Kejaksaan Agung mulai memisahkan 

diri dari Mahkamah Agung yaitu sejak lahirnya Undnag-Undang Pokok 

Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961) dibawah Jaksa Agung 

Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri Jaksa Agung. 

Sebagaimana lazimnya dalam suatu negara yang berbentuk suatu Federasi 

atau serikat, maka demikian pula dalam negara Repulik Indonesia Serikat 

diadakan 2 macam pengadilan, Undang-Undang yang  mengatur Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1950 tanggal 6 Mei 1950 (I-N. tahun 1950 No. 30) yaitu tentang Susunan dan 

Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku 

tanggal 9 Mei 1950.
29

 

Beruntunglah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 ( 

I.N. Tahun 1950 No. 30) lembaga kasasi diatur lebih lanjut yang terbatas pada 

lingkungan peradilan umum saja. Pada tahun 1965 diundangkan sebuah 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965  yang mengatur tentang pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.  Akan tetapi, 

Undang-Undang tersebut tidak memikirkan lebih jauh mengenai akibat hukum 

yang timbul setelah diundangkannya tanggal  6 Juni 1965, terbukti pasal 70 

Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang  Mahkamah Agung NI.  

Tahun 1950 tidak berlaku lagi. Sedangkan acara berkasasi di Makhamah Agung 

diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tersebut. 

Timbul lah suatu problema hukum yaitu adanya kekosongan hukum acara 
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kasasi. Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi 

kekosongan tersebut adalah menafsirkan pasal 70 tersebut sebagai berikut: 

Oleh karena Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut di samping 

mengatur tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung. Mengatur 

pula tentang jalannya pengadilan di Mahkamah Agung. Sedagkan 

Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tersebut hanya mengatur tentang 

Mahkamah Agung dan tidak mengatur tentang bagaimana beracara di 

Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menganggap pasal 70 

Undang-Undang No. 13 tahun 1965 hanya menghapus Undang-Undang 

saja, sedangkan bagaimana jalan peradilan di Mahkamah Agung masih 

tetap meperlakukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950.” 
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Pendapat Mahkamah Agung  tersebut dikukuhkan lebih lanjut dalam 

Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dengan berpijak pada pasal 131 Undang-

Undang tersebut.
30

 

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 970 

tentang “ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17 

Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa 

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri tertinggi dalam arti Mahkamah 

Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang 

berasal dari pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan 

peradilan yang masing-masing terdiri dari : 

a. Peradilan Umum 

b. Peradilan Agama 

c. Pengadilan Militer  

d. Peradilan Tata Usaha Negara 
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Mahkamah Agung juga berperan dalam pengawas tertingggi atas 

perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut 

Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. 

Mahkama Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang 

sebenarnya sudah dimiliki sejak hooggeerechtshof  (di zaman Belanda), sebagai 

berikut: 

a. Fungsi Peradilan 

b. Fungsi Pengawasan 

c. Fungsi Pengaturan 

d. Fungsi Memberi Nasehat 

e. Fungsi Administrasi
31

 

2. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung
32

 

a. Fungsi Peradilan 
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1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 

penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali 

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilyah 

negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. 

2) Di samping tugasnya sebagai Pengadilan kasasi, Mahkamah Agung 

berwewenan memeriksa dan memutuskan pada tigkat pertama dan 

terakhir 

- Semua sengketa tentang kewewenangan mengadili. 

- Permohonan peninjauan hukum tetap (Pasal 28,29,30,33 dan 34 

Undang-Undang   Mahkamah Agung N0. 14 Tahun 1985). 

- Semua sengketa yang ditimbukan karena perampasan kapal asing 

dan muatannnya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan 

peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang 

Mahkamah Agung No 14 tahun 1985) 
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3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu 

wewenang menguji/menilai secara meteril peraturan perundangan di 

bawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau 

dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat 

yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung 

Nomor 14 tahun 1985). 

b. Fungsi Pengawasan  

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan 

agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan 

diselenggarankan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman 

pada asas peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan, tanpa 

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan 

perkasa (Pasal 4 dan pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). 
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2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan: terhadap pekerjaan 

Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat 

Pengadilan dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal 

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal 

yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi 

peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi 

kebebasan Hakim (Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung 

Nomor 14 tahun 1985). 

3) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang 

menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkah Agung 

Nomor 14 Tahun 1985). 

c. Fungsi Mengatur  



65 
 

1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 

terdap hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang 

tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi 

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang 

No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). 

2)  Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana 

dianggap perlu untuk mecukupi hukum acara yang sudah diatur 

Undang-undang. 

d.  Fungsi Nasihat 

1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum  kepada Lembaga Tinggi Negara 

lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor  14 Tahun 

1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden 
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selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi 

(Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor  14 Tahun 

1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 

Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 ayayt (1). Mahkamah Agung 

diberikan kewenangan untuk memberiakan pertimbangan kepada 

Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitas. Namun 

demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai 

rehabilitas sampai saat ini belum ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaannya. 

2) Mahkamah Agung berwewenang mengatur tugas serta tanggung 

jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan 

(Undang-Undang Nomor 35 Tahun1999 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman). 

e. Fungsi Administratif 
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1) Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana 

dimaksud pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih 

berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut 

pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah 

dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

2) Mahkamah Agung berwewenang mengatur tugas serta tanggung 

jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan 

(Undnag-Undang No 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah 

kekuasaan Mahkamah Agung. 

f. Fungsi Lain-lain  

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili 

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 

berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1985, 
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Mahkah Agung dapat diserahi tugas dan kewewenangan lain 

berdasarkan Undang-Undang 

B. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 

Mahkamah Agung Memeriksa dan mengadili perkara permohonan 

keberatan hak uji materil atas pasal 4 ayat 3, pasal 11 ayat (1) huruf d, dan 

lampiran model B.3 fakta integritas pengajuan bakal calon anggota DPR / DPRD 

Provinsi / DPRD Kabupaten / Kota, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 

tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota ( Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 834 ) pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus 

sebagai berikut dalam perkara :  

JUMANTO, beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, 

Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur;  

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;  

Lawan :  
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta ; 

Selanjutnya disebut sebagai pemohon.  

TENTANG DUDUK PERKARA : 

Menimbang, bahwa pemohon dengan  surat permohonannya tertanggal 

9 Juli 2018 yang diterima  di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 

Juli 2018 dan register dengan Nomor 46 P/HUM/2018, telah mengajukan 

permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap: 

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. 

Pendapat Mahkamah Agung  

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, mahkamah 

agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan 
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pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undan-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor  8 tahun 2011 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang 

mahkamah konstitusi  ( lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 98, tambahan 

lembaran negara RI Nomor 4316 ) yang menyatakan “ pengujian peraturan 

perundang undangan dibawah undang undang yang sedang dilakukan 

mahkamah agung wajib dihentikan apabila undang undang yang menjadi dasar 

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian mahakamah 

konstitusi . sepanjang mengenal kata “ dihentikan “ dinyatakan bertentangan 

dengan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai “ pengujian 

peraturan perundang undangan dibawah Undang-Undang yang sedang 



71 
 

dilakukan mahkamah agung wajib ditunda pemeriksaan nya apabila Undang-

Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses 

pengujian mahkamah konstitusi sampai ada putusan mahkamah konstitusi. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap 

permohonan a quo Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor 

46 P/HUM/2018, tanggal 13 juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda 

pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut 

sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah 

Mahkamh Agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah 

Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, prihal 

permintaan data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang sedng di uji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada Pasal 

atau norna yang berkaitan dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-
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undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil 

maupun materil. 

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materil atas 

peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan 

permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang lain pada umumnya. Bahwa dengan demikian penetapan 

penundaan pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan 

dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan 

bahwab objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang 

larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap 

anak, dan Korupsi menjadi bakal calon anggota Legislatif sebagaimana 

diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat daerah Provinsi, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018). 
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Bahwa Pemohon adalah mantan pidana kasus korupsi berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan 

serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat ( bukti P-2 ). Pemohon tidak 

terkait dengan mantan pidana bandar narkoba dan kejatahan seksual terhadap 

anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan 

pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;  

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak 

dasar dibidang politik yang dijamin oleh konstitusi yaitu pada Pasal 28 Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui 

dalam Kovenan Internasional Hak – hak Sipil dan politik ( international covenan 

on civil and political raights disingkat ICCPR ) yang ditetapkan majelis umum 

perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan resolusi 2200A ( XXI ) Pada tanggal 16 

deseber 1966 sebagimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2005 tentang pengesahan international covenan on civil and political 

raights ( Kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik );  
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Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

( UU HAM ), yang menyatakan “ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum berdsarkan bersaaman hak melalui 

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 

dengan peraturan perundang undangan “. Pasal 73 Undang-Undang tersebut 

juga menentukan “ hak dan kebebasan diatur dalam undang undang ini hanya 

dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang , semata mata untuk 

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta 

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan kepentingan  

bangsa”. Bahwa dalam Undang-Undang HAM diatas sangat jelas diatur bahwa 

setiap warga negera mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih 

dalam pemilihan umum dan kalaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut 

maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan putusan 

hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut didalam hukuman 
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tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  sesuai ketentuan 

dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor  31 Tahun 1999 

tentang pemberatasan korupsi junto Pasal 35 ayat 1 kitab undang undang 

hukum pidana  (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik ( hak 

dipilih dan memilih )  

 Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), 

menentukan , dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana 

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.Bahwa menurut 

mahkamah agung , norma yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) peraturan komisi 

pemilihan umum  Nomor 20 tahun 2018 bertentanga dengan pasal 240 ayat (1) 

huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum , yang 

menyatakan; “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi 

persyaratan; 
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1. “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam pidana penjara 5 ( tahun atau lebih, kecuali secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana”; 

Bahwa  dari ketentua Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma 

atau aturan larangan mecalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d 

dan Lampiran Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota 

DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018; 

Bahwa meskipun maksud KPU mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 

ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai 

politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon 

Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, 
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bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut 

pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri 

Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemililihan Umum bahwa Pasal 4 ayat (3), 

Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU Nomor  20 

Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d di Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 yang menentukan Peraturan di bawah Undang-Undang 

berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimna mestinya. Komisi 

Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undagan di atasnya. 

Bahwa pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model 

B.3 Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tidak sejalan. Berbenturan atau tidak 

memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan 
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Bahwa penyelengaraan pemilu yang adil dan berintergitas sebagaimana 

menjadi seangat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materil) 

merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus 

berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat 

intergitas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga 

negara harus dimuat dalam Undang-Undang, bukan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dibawah Undang-Undang incasu Peraturan KPU Nomor 

20 Tahun 2018 

Bahwa pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model 

B.3 yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum 

baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dala hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, 

maka ketentuan pasal 4 ayat (3 ) , pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran 

model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa ‘”mantan 

terpidana korupsi“ harus dinyatakan betrtentangan dengan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yuncto Undang–Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peratuan perundang-undangan; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009, peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak 

uji materil, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon 

jumanto tersaebut;  

2. Menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran 

model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 2 Juli 2018 

tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan rakyat daerah 
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provinsi / kota ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 834 ) 

sepanjang frasa “Mantan terpidana korupsi” bertentang dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang pemilihan junto  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang pembentukan paraturan perundang-undangan , karna tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;  

3. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan 

petikan putusan ini kepada percetakan negara untuk di cantumkan dalam 

berita negara; 

4. Menghukum termohon untuk membayar biaya sebesar Rp.1.000.000 ( 

satu juta rupiah ) 

Demikian lah dipustkan dalam permusyawaratan Mahkamah Agung pada 

hari kamis, Tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr.H. Supandi,S.H.,M.Hum : 

Ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan  Peradilan Tata Usaha 

Negara yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, 
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Dr.Irfan Fakhruddin, S.H., C.N.  dan Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., 

M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota Majelis, dan diucapakan dalam 

sidang untuk umum pada hari itu juga oleh ketua mejelis beserta hakim-hakim 

anggota majelis tersebut oleh Khusman,S.ip.,S.H.,M.Hum., panitera pengganti 

dengan  tidak dihadiri oleh para pihak.  

C. PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN 

NOMOR 46 P/HUM/2018 

Sebelum dipertimbangkan pokok permohonan, Hakim Mahkamah 

Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan 

pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
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Mahkamah Konstitusi  ( lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 98, tambahan 

lembaran negara RI Nomor 4316 ) yang menyatakan “Pengujian peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan 

Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi 

dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahakamah 

Konstitusi . sepanjang mengenal kata “Dihentikan“ dinyatakan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai “Pengujian 

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang 

dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-

undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses 

pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi; 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap 

permohonan a quo Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor 
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46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda 

pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut 

sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah 

Mahkamh Agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah 

Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, prihal 

permintaan data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang sedang di uji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada Pasal 

atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-

undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil 

maupun materil. 

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materil atas 

peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan 

permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang lain pada umumnya. Bahwa dengan demikian penetapan 

penundaan pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan 
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dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan 

bahwab objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang 

larangan bagi mantan terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap 

anak, dan Korupsi menjadi bakal calon anggota Legislatif sebagaimana 

diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat daerah Provinsi, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 20/2018). 

Bahwa Pemohon adalah mantan narapidana kasus korupsi berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan 

serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat ( bukti P-2 ). Pemohon tidak 

terkait dengan mantan pidana bandar narkoba dan kejatahan seksual terhadap 

anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan 

pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;  
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Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan 

hak dasar dibidang politik yang dijamin oleh konstitusi yaitu pada Pasal 28 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengkuan hak politik ini juga 

diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik ( International 

Covenan on Civil and Political Raights, disingkat ICCPR ) yang ditetapkan 

majelis umum perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan resolusi 2200A ( XXI ) 

Pada tanggal 16 Desember 1966 sebagimana telah diratifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenan on 

Civil and Political Raights (Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan 

politik). 

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 

43 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk 

dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan bersaaman hak melalui 

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 
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dengan peraturan perundang undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut 

juga menentukan “ Hak dan kebebasan diatur dalam undang-undang ini hanya 

dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang , semata-mata untuk 

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta 

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan kepentingan  

bangsa”.  

Bahwa dalam Undang-Undang Hak asasi manusia diatas sangat jelas 

diatur bahwa setiap warga negera mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun ada pembatasan terhadap hak 

tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan 

putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut didalam hukuman 

tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  sesuai ketentuan 

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang pemberatasan korupsi junto Pasal 35 ayat 1 kitab Undang-Undang 



87 
 

Hukum Pidana   yang mengatur mengenai pencabutan hak politik ( hak dipilih 

dan memilih )  

Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, pasal 4 ayat (3), 

menentukan , dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana 

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. 

Bahwa menurut Mahkamah Agung , norma yang diatur dalam pasal 4 

ayat (3) Peraturan KPU  Nomor 20 Tahun 2018 bertentanga dengan Pasal 240 

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum , yang menyatakan; 

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; 

1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 
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secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana” 

Bahwa  dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada 

norma atau aturan larangan mecalonkan diri bagi mantan terpidana Korupsi 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d 

dan Lampiran Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota 

DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018; 

Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 

4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada 

pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol 

terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan 

terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan 

tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan 

mencalonkan diri Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemililihan Umum bahwa 



89 
 

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan pula dengan 

Pasal 12 huruf d di undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan 

Peraturan di bawah Undang-Undang berisi materi untuk menjalankan Undang-

Undang sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum telah membuat 

ketentuan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undagan di atasnya. 

 Bahwa pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model 

B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2018 tidak sejalan. 

Berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, sebagaina yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-

undangan;  

Bahwa penyelengaraan pemilu yang adil dan berintergitas sebagaimana 

menjadi seangat peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 ( 

objek hak uji materil ) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan 
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anggota Legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki 

rekam jejak cacat intergitas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak 

politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang incasu 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. 

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model 

B.3 yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum 

baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dala hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

maka ketentuan Pasal 4 ayat (3 ) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran 

model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “Mantan terpidana 

korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yuncto Undang –Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan. 
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Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak 

uji materil, serta peraturan Perundang-undangan yang terkait 

  



 
 

92 
 

BAB IV 

ANALISIS 

 

A. ANALISIS PUTUSAN MAHAMAH AGUNG NO 46P/HUM/2018 

Saat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibuat sebagai landasan 

hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan ini 

memiliki sifat yang sama dengan peraturan yang telah dilaksanakan undang-

undang. Namun, saat penulis melihat struktur hierarki dari peraturan 

perundang-undangan ini, maka peraturan yang telah di buat KPU dengan 

Nomor 20 Tahun 2018 tidak masuk untuk struktur hierarki peraturan 

perundang-undangan, karena terdapat kententuan yang telah dijelaskan dalam 

pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

4. Peraturan Pemerintah 
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5. Peraturan presiden 

6. Praturan Daerah Provinsi 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
33

 

 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 memang tidak termasuk struktur 

hierarki yang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

akan tetapi, Peraturan KPPU Nomor 20 Tahun 2018 ini merupakan produk 

hukum dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat, disebabkan peraturan ini termasuk dalam salah satu ketentuan 

yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

yang berbunyi bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencangkup peraturan perundang-

undangn yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, memiliki kedudukan dibawah 
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 Pasal 7 UU no 12 tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundang-undangan 
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peraturan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, keberadaanya dan 

mempeunyai kekuatan hukum asalkan sesuai dengan perintah perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Karena itu 

kedudukan dari Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai pasal 8 diatas 

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai pangkat dibawah Undang-

Undang karena telah dibentuk berdasarkan perintah pelaksana undang-undang 

dan dibentuk berdasarkan kewenangan.
34

 

Namun, saat pembetukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU 

yang telah menjadi sebuah lembaga, harus melakukan penyimpangan karena 

dalam pembentukan dan pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 20 Tahun 2018 Khusunya pasal 4 ayat (3) nomor yang menjelaskan, 

bahwa mantan narapidana secara terbuka dan jujur mengemukan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana. Karena 

hal itulah, penulis merasa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah 
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 Pasal 8 ayat 1-2 Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan 
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diputuskan bertentang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh 

Mahkamah Agung. 

Sistem hierarki perundang-undangan sendiri memiliki norma yang tidak 

bisa bertentangan dengan norma yang berada di atasnya, oleh karena itu, 

dibuatnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak bertentangan 

dengan  peraturan yang diatasnya. Mengenai hal ini, penulis merasa bahwa 

pendapat dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menegaskan 

tentang pembentukan peraturan pemilu itu haruslah sesuai dengan asas-asas 

undang-undang bertingkat lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-

undangan yang memiliki tingakatan yang dibawah bertentang dengan undang-

undang yang lebih tinggi maka undang-undang lebih tinggi tersebut akan 

membuang fungsi dari undang-undang yang lebih rendah.
35

 

Setelah diberlakukannya dasar Yuridisnya Peraturan KPU Nomor 20 

Tahun 2018, maka dikarenakan bertentangan akhirnya peraturan ini tidak 
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 Soerjono Seokanto dan  Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum (Bandung: PT 

Citra Aditrya Bakri, 1993), h.92. 
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sesuai, karena keberlakauan dasar Yuridis dari peraturan perundang-undangan 

yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk dan jenis dari peraturan 

perundang-undangan tersebut, karena harus berdasarkan pada materi yang 

telah diatur. Seandainya peraturan perundang-undangan yang terbentuk 

memiliki tingkatan yang lebih tinggi, maka udang-undang yang kedudukannya 

dibawahnya haruslah bisa sesuai terhadap undang-udang yang lebih tinggi. 

Akan tetapi peraturan KPU ini malah tidak sesuai sehingga timbullah alasan 

untuk membantalkan pemberlakuan peraturan tersebut. 

Beberapa mantan pidana kasus korupsi telah merasa dirugikan dan 

dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan Komosi Pemilihan Umum 

Nomor 20 Tahun 2018 oleh Lembaga KPU dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji materi (yudicial 

rewiew) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan Uji Materi tersebut, 

akhirnya Mahkamah Agung memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 
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2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang 

berkedukan lebih tinggi, dengan dikeluarakanya putusan Mahkamah Agung 

Nomor 46/PHUM/2018.  

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan bertentangannya 

Peraraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan Uji Materil (yudicial rewiew), karena 

berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang akhirnya timbullah 

pemikiran bahwa  KPU telah melaksanakan kewenagannya untuk membuat 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak sesuai 

dengan peraturan simtem norma hukum di Indonesia.  

Norma hukum di Indonesia sudah menganut teori jenjang/berjenjang 

saling berurutan yaitu norma hukum yang penulis rasa sesuai dengan yang  di 

sampaikan Hans Kelsen. bahwa norma-norma hukum harus berjenjang/jenjang 

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, tata susunan, sehingga norma yang 

memiliki kedudukan lebih rendah harus sesuai dengan yang lebih tinggi jika 
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peraturan tersebut ingin diberlakukan
36

. Maka, Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan  yang telah bertetangan 

dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Subtansi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 juga 

memperjelas alasan tentang putusan yang menilai bahwa bertentangannya 

Peraturan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. MA  mengatakan, bahwa sepanjang frasa 

pelarangan mantan terpidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka peraturan tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. 

Salah satu alasan pertimbangan Mahkamah Agung juga dalam 

memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 46/PHUM/2018, 
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 Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006), h.109 
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MA memiliki pandangan yang berpedoman dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam 

hak politik seseorang yang menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak 

untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak 

melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Majelis Hakim Agung yang menangani perkara uji materi (yuicial rewiew)  

terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018  yang diputuskan bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga berpedoman pada pasal 73 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang 

menentukan pembatasan hak seseorang. Akan tetapi, pembatasan ini hanya 

dibuat berdasarakan ketentuan undang-undang, akan tetapi Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bukan merupakan ketegori undang-

undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa hak dan 
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kewajiban seseorang yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat 

dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang dengan tujuan menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang memiliki 

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan 

bangsa. 

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keputusannya yang sesuai 

dengan putusan hakim untuk mencabut hak politik seseorang didalam hukuman 

tambahan yang telah meperoleh kekuatan hukum yang telah sesuai dengan 

berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang 

menjelaskan  bahwa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat 

diberikan pemerintah kepada terpidana”,  

Penulis juga merasa bahwa kedudukan hukum putusan Mahkamah 

Agung Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 
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yang telah diputuskan bertentangan dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 telah bersifat final dan mengikat, untuk menciptakan kepastian hukum dan 

menghindari multitafsir. 

B. KESESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46P/HUM/2018 

DENGAN PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI NO 42/PUU-

XIII/2015 

1) Menurut Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung memandang bahwa sangat perlu untuk 

mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (Lembaran 
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Negara RI Tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316 

) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan 

apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut 

sedang dalam proses pengujian Mahakamah Konstitusi . Sepanjang mengenal 

kata “Dihentikan“ dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

mengikat , sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 

wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar 

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah 

Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. 

Ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan a quo 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, 
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tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan 

permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam 

proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamh Agung 

meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 

24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, 

ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

tersebut di uji  dalam Mahkamah Konstitusi. Harus diketahui juga tidak ada 

Pasal yang sesuai dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-undangan 

dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun 

materil. 

Sesuai dengan isi permohonan yang menjelaskan keberatan hak uji materil 

atas peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan 

permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang lain pada umumnya. Maka ditetapkanlah penundaan 

pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus 
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dicabut serta pemeriksaan ini dilakukan pada pokok permohonan yang 

menginginkan objek permohonan yang dimohonkan pengujian itulah yang 

sesuai dengan norma seperti tentang  larangan bagi mantan terpidana bandar 

Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan Korupsi menjadi bakal calon 

anggota Legislatif sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat 

(1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

(Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018). 

Pemohon ini merupakan mantan pidana kasus korupsi sesuai keputusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pemohon telah 

dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon 

juga tidak memiliki kaitan dengan mantan pidana bandar narkoba dan 

kejatahan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan 

untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;  
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Hak memilih dan dipilih untuk menjadi anggota legislatif merupakan hak 

yang dasar dibidang politik namun tetap  dijamin oleh konstitusi sebagaimana 

sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.  Hak politik 

mereka juga diakui dalam Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan politik 

(International Covenan On Civil And Political Raights disingkat ICCPR ) yang 

penetapannya sudah ada di dalam majelis umum perserikatan bangsa-bangsa 

sesuai resolusi 2200A ( XXI ) Pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana 

telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenan On Civil And Political Raights (Kovenan 

internasional tentang hak hak sipil dan politik ). 

Namun, pengaturan mengenai hak politik juga diatur dalam Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdsarkan bersamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan 
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perundang undangan “. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga ikut 

menentukan tentang hak dan kebebasan ini namun hanya dapat dibatasi oleh 

Undang-Undang saja, agar bisa menjamin pengakuan terhadap hak asasi 

manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan 

kepentingan  bangsa.  

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah jelas mengatur setiap warga 

negera yang memang memiliki mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum jika memang juga ada pembatasan terhadap 

hak tersebut maka pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang yang 

berlaku, atau juga bisa dengan landasan putusan hakim yang mencabut hak 

politik. Hukuman tambahan juga bisa memperoleh kekuatan hukum jika dibuat 

dan ditetapkan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang pemberatasan korupsi junto Pasal 35 ayat 1 kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang mengatur mengenai pencabutan hak 

politik ( hak dipilih dan memilih ). 
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Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan 

bahwa saat seleksi bakal calon tersebut, harus dilakukan secara demokratis dan 

terbuka agar sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ayat (2), dan juga seleksi 

tersebut tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan 

seksual terhadap anak, dan korupsi. 

Penulis melihat bahwa Mahkamah Agung berpendapat tentang 

norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 

2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang menyatakan “Bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara 

Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: 

a. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, 
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kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” 

Jika melihat Pasal 240 ayat (1) huruf g, bahwa tidak ada norma atau 

aturan larangan mecalonkan diri bagi mantan terpidana Korupsi sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d dan Lampiran 

Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD 

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 

Tahun 2018. 

Walaupun Komisi Pemilihan umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 

11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang ditujukan kepada pimpinan 

partai politik pada saat dilakukannya proses seleksi internal parpol itu terhadap 

Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana 

koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal 

ini bisa dikatakan sebagai pembatasan hak politik seseorang yang ingin 

mencalonkan dirnya sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemililihan 
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Umum bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11ayat (1) huruf d dan Lampiran Model 

B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan 

pula dengan Pasal 12 huruf d di undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang 

menentukan Peraturan di bawah Undang-undang berisi materi untuk 

menjalankan Undang-Undang itu. 

Pada pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2018 tidak sejalan. 

Penyelengaraan pemilu yang adil dan berintergitas sebagaimana menjadi 

seangat peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 ( objek hak uji 

materil ) adalah hal yang mustahil jika pencalonan anggota legislatif harus 

berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat 

intergitas. Akan tetapi, saat pengaturan terhadap pembatasan hak politik 

seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang incasu Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; 
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 Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 yang 

telah dibuat untuk mengatur tentang hak politik warga negara, harus memiliki 

paradigma norma hukum yang baru dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, seperti halnya harus sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat 

(3 ) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 

Tahun 2018. Apalagi  frasa yang mengatakan Mantan Terpidana korupsi harus 

bersih tersebut dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7  

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yuncto Undang –Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan. 

Pasal-pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak 
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uji materil, serta peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 

keduanya sepertinya memperbolehkan mantan narapidana menjadin calon 

anggota legislatif walaupun KPU No 20 tahun 2018 melarang mantan 

narapidana mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. 

2) Menurut Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang 

Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 7 huruf g Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan 

bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi putusan MK. 

Permohonan judicial review pasal 7 huruf g diajukan oleh Jumanto warga 

Dusun Siyem, RT 01 RW 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, dan Fathor 

Rasyid warga Kloposepuluh RT. 020 RW. 005, Desa Kloposepuluh, Sukodono, 

Sidoarjo. Bertindak selaku pengacara pemohon adalah Yusril Ihza Mahendra. 

Menurut pemohon bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana 

haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana 

adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat 

untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka.  

"Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan 

pembangunan salah satunya dengan menjadi kepala daerah (Gubernur, Bupati, 
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dan Walikota)," kata Jumanto dan Fathor dalam argumentasi yuridis 

permohonannya.  

Sesuai dengan yang ditulis oleh pemohon, bahwa aturan yang membatasi 

hak-hak terpidana dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28C 

ayat (2) UUD 1945; 

C. ANALISIS PENULIS TERHADAP LARANGAN PENCALONAN 

MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLTIF  

 Menurut penulis bahwa dalam salah satu pasal peraturan komisi 

pemilihan umum (PKPU), pasal 4 menyebutkan bahwa dilarang bagi mantan 

narapidana kejahatan korupsi, pelecehan seksual dan narkoba untuk 

mencalonkan diri pada pemilihan Legislatif (pileg). Meski terdapat pro kontra 

soal apakah itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengikuti proses 

demokrasi yang menjamin bahwa setiap orang berhak memilihi dan dipilih.  
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Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. 

Korupsi didalam Islam dikenal dengan istilah Risywah (sogok/suap) dan  Ghulul  

(hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik 

tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi  

 َ نْهَُق ال  َاللهَُع  ضِى  ة َر  يْر  نَْأ بىَِهرُ  َ:َع  الْمُرْت شِىَل ع ن  اشِىَو  َالرَّ لَّم  س  ل يْه َو  سُوْلَُاللهَُع  ر 

َ.فىَِالحُكْمَِ

Artinya : Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. Melaknat penyuap 

dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (H.R Ahmad dan Imam yang 

Empat dan dihasankan oleh Tirmizdi dan disahihkan oleh Ibnu hibban) َ37
 

Imam Al-munawi dalam Faidh al-Qadir menyebut bahwa risywah 

merupakan sesuatu yang mengarah pada upaya untuk membatalkan sebuah 

kebenaran. Misalnya, jika sebuah peradilan menyatakan seseorang telah 

membuat kriminal, maka pemberian yang berusaha membatalkan hukum 

disebut  suap (risywah) .  

                                                             
37  Rachmat Syafe’i, AL-HADIST (Aqidah,Akhlak,Sosial,dan Hukum), (Bandung: CV. 

Pustaka Setia,2000),h.151  
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Pada masa Nabi, ghulul (gratifikasi) merupakan pemberian harta diluar 

harta rampasan perang (ghanimah), mereka yang berperang dibolehkan untuk 

mendapatkan hartanya. Namun, jika ada yang mengambil lebih, maka itu 

adalah ghulul. Setelah beberapa sahabat Nabi dikirim menjadi pejabat daerah, 

ternyata praktik ghulul masih marak. Karena itulah, kemudian Nabi menyebut 

hadiah kepada pejabat merupakan ghulul yang diharamkan. 

الَِغُلوُلٌَ اي اَالعُمَّ َه د 

Artinya: Pemberian hadiah pada para pejabat merupakan ghulul. 

Dengan demikian jelas bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. 

Lantas jika ada mantan narapidana dalam kasus korupsi, bukankah ia telah 

melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti hifzh al-mal (menjaga harta) 

agar tidak digunakan untuk tujuan batil.  

 Sedangkan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetap 

memperbolehkan  mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif. Dalam 
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pertimbangan Mahkamah Agung, dalam memutuskan bertentangannya 

Peraraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan uji materi (yudicial rewiew), karena 

berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang menganggap KPU dalam 

melaksanakan kewenagannya untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah menyalahgunakan peraturan sistem norma 

hukum di Indonesia. Norma hukum di Indonesia sediri adalah menganut teori 

jenjang/berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum yang dikemukakan 

Hans Kelsen. 

 Begitu juga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g 

UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 7 huruf g Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan 

bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

 Dalam pandangan Hukum Islam bahwa umat mencakup seluruh rakyat 

baik muslim, maupun kafir, baik kaya maupun miskin,yang pejabat maupun 

bukan. Semua mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan 

dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah 

bertaubat dan ia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas 

hak-hak asasi dari pemerintah.  
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 Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun 

status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun 

bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan 

islam apabila ia benar-benar bertaubat. Ketika seseorang yang pernah 

melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan 

tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatanya, maka 

sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagimana Ibnu Mas’ul 

menceritakan hadist Nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka 

dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan 

sholat pada pagi dan sore serta sebagaian waktu malam.
38

 

 Dengan diperbolehkannya mantan narapidana korupsi yang telah 

bertaubat menjadi calon legislatif telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan 

oleh Islam. Dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang 

atau telah bertaubat, sehingga dengan syarat-syarat taubat tersebut dapat 

                                                             
38 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.2 

(Jakarta: Keserasian,1998),h.198  
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menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana untuk 

mengulang tindak pidana tersebut. 

Dengan demikian, penulis juga berpendapat bahwa mantan narapidana 

tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif karena masyarakat biasa 

dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. 

Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman 

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah 

kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Peraturan tentang pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana 

terdapat pada pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang 

telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon 

Legislatif, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. 

2. Kriteria mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi 

anggota legislatif adalah mantan narapidana yang tidak mau 

mengumumkan kepada publik kasus hukum yang pernah menjeratnya. 

3. Dalam sistem hierarki perundang-undangan sendiri bahwa suatu norma 

tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena 

itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Mengenai hal ini 

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa 
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pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undang-

undang yang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan 

yang dibawah bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi maka 

“Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang 

yang lebih rendah/Lex superiori derogat legi inferiori. Sedangakan dari 

keberlakuan dasar yuridisnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak 

bisa diberlakukan, karena keberlakauan dasar yuridis dari peraturan 

perundang-undangan yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk 

dan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya 

berdasarkan dengan materi yang telah diatur. Seandainya suatu peraturan 

perundang-undangan terbentuk oleh perintah undang yang lebih tinggi, 

maka udang-undang yang kedudukannya dibawahnya haruslah 

menyesuaikan terhadap undang-udang yang lebih tinggi, karena ketidak 

kesesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membantalkan 

pemberlakuan peraturan perundang-undang yang dibawahnya tersebut. 
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Oleh sebab itu beberapa mantan pidana kasus korupsi telah merasa 

dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan Komosi 

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Lembaga KPU dan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga beberapa dari mereka telah 

melakukan uji materi (yudicial rewiew) kepada Mahkamah Agung untuk 

membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. 

Dari pengajuan uji materi tersebut, akhirnya MA memutuskan Peraturan 

KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 

7 Tahun 2017 yang berkedukan lebih tinggi, dengan dikeluarakanya 

putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018. 

B. Saran 

Pada penelitian ini, penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung 

maupun Mahkamah konstitusi, begitu juga kepada anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR-RI) untuk membuat undang-undang yang tegas terhadap pelaku 

korupsi yang merupakan kejahatan yang besar. 
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MOTTO 

Seberat apapun beban hidup yang sedang kita tanggung, 

belum sebanding dengan nikmat pemberian dari Allah SWT. 

Laa Yukallifulahu Nafsan Illa Wus`aha 

Habunallah Wani`mal Wakiil Ni`mal Maula Wanikman Nashiir. 
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